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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai 
pengelolaan BUMDes Sejahtera dirasa masih kurang dimanfaatkan dengan baik, 
karena terdapat sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam 
memajukan, mengelola, dan mengembangkan badan usaha milik desa yang 
nantinya akan dapat menghambat perekonomian sebuah desa. Sedangkan 
BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BUMDes dalam 
meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi (Covid-19), untuk 
mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat BUMDes dalam 
meningkatkan perekonomi masyarakat pada masa pandemi (Covid-19), untuk 
mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada 
masa pandemi (Covid-19) ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan studi 
langsung ke lapangan adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 
Desa Muara Uwai yang berjumlah 765 KK. Sedangkan teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu 
mengambil sebagaian populasi untuk dijadikan sampel yaitu 88 orang. Dengan 
teknik pengumpulan data angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian di BUMDes Sejahtera Muara Uwai menunjukkan 
bahwa BUMDes Muara Uwai telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat 
melalui simpan pinjam, depot air, produksi makanan dan kredit syaria dan juga 
telah mempu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka dibandingkan 
sebelum mendapatkan pinjaman dana yang diberikan BUMDes Sejahtera Muara 
Uwai. Adapun tijauan ekonomi syariah sudah menunjukkan bahwa peran 
BUMDes Sejahtera Muara Uwai sudah berjalan sesuai syariat dengan menerapkan 
prinsip tolong menolong. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan 
peningkatan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. 
Namun kesejahteraan penduduk di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan 
ekonomi masih dalam tahap pertumuhan yang menjadikan kesejahteraan 
penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara 
memberdayaakan daerah. Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu jauh 
lebih panjang dari pada pembenahan perpajakan dan BUMN (Badan Usaha Milk 
Negara) dalam kaitannya sebagai kekuatan potensial guna mengatasi berbagai 
masalah baru maupun struktural yang melilit perekonomian Indonesia.
1
 
Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 
meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun 
tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk 
pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup 
di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah 
pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan  prekonomian yang ada di 
desa menjadi maju melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  yang 
mensejahterakan masyarakatnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 
lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam 
upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 
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potensi desa.Desa menurut  Widjaya adalah sebagai  kesatuan masyarakat  hukum 
yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
2
 
BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi 
sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercialinstitution).
3
 
BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat 
melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai 
lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya 
lokal (barang dan jasa) ke pasar.
4
 
Hal terpenting yang mejadi penggerak utama pembangunan adalah berada 
pada bidang ekonomi.
5
 Salah satu yang menjadi sasaran pembangunan adalah 
daerahperdesaan. Artinya bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran 
pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, 




Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah sejak lama di jalankan 
pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut tidak membuahkan 
hasil yang memuaskan sebagaimana di inginkan bersama. Terdapat banyak faktor 
yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah-satu 
faktor yang paling dominan adalan intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya 
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justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola 
dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme 
kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berjalan efeketif dan berimplikasi pada 




Pengembangan ekonomi Islam pada bisnis dan badan usaha diyakini akan 
berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan, 
karena masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi 
Islam yang sejalan dengan prinsip mereka yaitu kesederhanaan dan keterbukaan. 
Selain itu semangat masyarakat pedesaan didasari oleh semangat kebersamaan 
dan ukhuwah serta bukan semangat mencari keuntungan semata (Thohir, 2014).
8
 
Ahmad (2018) menguraikan bahwa sistem ekonomi Islam pada dasarnya 
telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Ekonomi  
Islam adalah  sebuah  sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai 
norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan 
dan mensejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri.
9
 
Pada 1 Juli tahun 2012 pemerintah Desa Muara Uwai membentuk Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) Muara Uwai Sejahtera. BUMDes  Sejahtera ini 
memiliki empat unit usaha, antara lain: simpan pinjam,depot air, produksi 
makanan dan kredit syariah. Dalam perkembangannya tidak semua unit berjalan 
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dengan baik, apalagi pada masa pandemi ini, yaitu unit simpan pinjam, banyak 
nasabah yang kurang bijak dalam melakukan peminjaman sehingga unit ini 
mengalami deficit keuangan. Pinjaman yang dikeluarkan oleh unit ini banyak 
mengalami kredit macet dikarenakan beban bunga sebesar 5% dikenakan setiap 
angsuran dengan jatuh tempo 6 bulan. Dengan adanya potensi usaha tersebut, 
BUMDes Sejahtera membuat alternatif terciptanya lapangan kerja baru untuk 
meningkatkan anggaran pendapatan desa guna memakmurkan atau 




NO JABATAN JUMLAH 
1 Direktur 1 
2 Wakil 1 
3 Bendahara 1 
4 Karyawan 11 
Jumlah  14 
Sumber: BUMDes Sejahtera 
Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa jabatan yang ada di BUMDes 
sejahtera Muara Uwai. Dan diketahui jumlah masyarakat muara uwai  sebanyak 
3.511 jiwa terdiri dari 765 KK. 
Berikut ini tabel I.2 Data BUMDes di Desa Muara Uwai Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar. 
Tabel I.2 
Data BUMDes di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten 
Kampar Tahun 2020 
 
No. Unit Usaha Modal 
1. Simpan Pinjam Rp. 832.263.000 
2. Depot air Rp. 510.000.000 
3. Produksi Makanan Rp. 355.000.000 





Sumber : Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai 2020 
 
Mengingat pentingnya badan usaha milik desa bagi masyarakat desa untuk 
mengembangakan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan 
keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu dana desa yang disalurkan kepada 
BUMDes guna untuk mengembangkan ekonomi desa yang di salurkan kepada 
BUMDes guna untuk mengembangan ekonomi desa di Kecamatan Bangkinang 
dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang 
dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja desa.  
Penelitian ini dilakuakan karena pengelolaan BUMDes Sejahteradirasa 
masih kurang dimanfaatkan dengan baik, karena terdapat sebagian masyarakat 
yang tidak ikut berpartisipasi dalam memajukan, mengelola, dan mengembangkan 
badan usaha milik desa yang nantinya akan dapat menghambat perekonomian 
sebuah desa. Sedangkan BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan 
dan kegotongroyongan. di zaman modern seperti saat ini, semangat gotong-
royong dirasa mulai menurun bahkan jarang terlihat lagi di kalangan masyarakat 
baik di perkotaan maupun pedesaan yang terkenal dengan sistem kekeluargaan 
yang kental. Padahal dalam Islam mengharuskan umatnya untuk saling tolong-
menolong dalam hal kebaikan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah al-
Maidah ayat 2 yang berbunyi : 
٢-نُواْ َعلَي اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُواْ ّللّاَ إِنَّ ّللّاَ َشِديُد اْلِعقَاِب َوتََعاَونُواْ َعلَي اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاوَ  - 
artinya : “Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, 





permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 




Selain itu, prinsip-prinsip pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes 
Sejahtera  telah sesuai dengan ekonomi Islam guna membangun perekonomian 
Desa Muara Uwai karena melihat dari usaha-usaha yang dimiliki oleh desa Muara 
Uwai mampumembangkitkan ekonomi masyarakatnya. Terbukti di BUMDes 
Sejahtera Kecamatan BangkinangKabupaten Kampar, bahwa dengan adanya 
usaha-usaha itu menguntungkan untuk desa itu sendiri dan  menciptakan lapangan 
pekerjaan baru bagi para warganya,yang mana menurut ekonomi Islam adalah 
suatu usaha harus menguntungkan satu sama lain. Serta, pengelolaan BUMDes 
Muara Uwai SEjahtera dikelola secara transparan sehingga dapat diketahui secara 
langsung oleh pemerintahan desa terutama masyarakat Desa Muara Uwai itu 
sendiri. Berdasarkan  uraian latar  belakang  masalah  tersebut diatas,maka peneliti 
tertarik untuk mengangkat judul: PERAN BADAN USAHA MILIK DESA 
(BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN 
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI (COVID-19) DITINJAU 
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH (STUDI KASUS BUMDes 
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B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan 
batasan masalah yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa pada masa pandemi dalam 
meningkatkan perekonomian masyarakatMuara Uwai. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat pada masa pandemi (Covid-19)? 
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat BUMDes dalam 
meningkatkan perekonomi masyarakat pada masa pandemi (Covid-19)? 
3. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat pada masa pandemi (Covid-19) ditinjau dalam perspektif 
ekonomi syariah?  
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat pada masa pandemi (Covid-19)? 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat BUMDes 






3. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat pada masa pandemi (Covid-19) ditinjau dalam perspektif 
ekonomi syariah?  
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitianini adalah 
sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan 
penulis pada umumnya, dan khususnya pada lembaga yang diteliti. 
2. Secara Praktis  
a. Bagi Lembaga yang diteliti, fokus studi diharapkan bermanfaat 
sebagai masukan dan evaluasi agar BUMDes lebih baik. 
b.  Bagi Peneliti, Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah 
wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis 
sehingga sedikit banyak yang selama ini peneliti terima dan juga 
tentunya menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) 
1. Lokasi Penelitian 
Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di badan usaha 
milik desa (BUMDes) Muara Uwai Sejahtera, Bangkinang. Yang 







2. Subjek dan Objek Penelitian  
a. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian yang dimaksud adalah individu, benda, atau 
organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 
pengumpulan data penelitian yang bersumber dari informan.
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b. Obyek Penelitian 
Objek penelitian adalah permasalahan atau tema yang sedang di 
teliti.
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 Objek penelitian disini adalah peranan badan usaha milik desa 
(BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa 
pandemi. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 
penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat desa Muara Uwai yang berjumlah 4.380  jiwa dari 765 
KK. 
b. Sampel  
Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi atau obyek yang 
akan diteliti
14
. Bila populasi terlalu besar dan peneliti tidak mungkin 
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mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populaasi itu. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
slovin.  
Rumus : 
n = N / (1 + (N x e²)) 
Keterangan : n adalah jumlah sampel minimal 
N adalah populasi 
nilai e adalah error margin 
Diketahui : N = 765 
e = 10% = 0,01 
Sehingga: n = 765 / (1 + (765 x 0,1²))  
n = n = 765 / (1 + (765 x 0,01) 
n = 765 / (1 + 7,65) 
n = 765 / 8,65 
n = 88,43 
Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah sebesar 88 
orang. 
Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 
Accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebutuhan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
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4. Sumber Data  
a. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber 
asli.
16
 Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah data yang diperoleh langsung dari pemberi dan penerima 
program BUMDes. 
b. Data Skunder 
Data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data.
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 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 
data sekunder adalah data yang diperoleh melalui Studi Literatur 
dengan berbagai tulisan melalui buku-buku, karya ilmiah, internal dan 
informasi lainya yang memiliki relevansi dan mendukung untuk 
pembuatan penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang 
bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan 
penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan:  
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a. Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), 
obyek (benda), atau kegiatan yang kegiatan sistematis tanpa adanya 




b. Wawancara, suatubentuk Tanya jawab secara langsung yang penulis 
lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok 
permasalahan penelitian.  
c. Angket, yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang berhubungan 
dengan keperluan penelitian yang diajukan pada sumbernya yaitu 
masyarakat Muara Uwai. 
d. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti 
6. Teknik Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena didasarkan atas 
desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali 
sebagai data penelitian. Dalam teknik deskriptif kualitatif ada tiga langkah 
(persiapan, tabulasi, penerapan sesuai dengan pendekatan penelitian) yang 
meski dilakukan sebagai tahapan datanya. Tahap awal, adalah tahap 
persiapan, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu, yaitu 
data yang berhasil dikumpulkan.
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7. Teknik Penulisan 
Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
a. Metode deduktif yaitu pengumpulan data-data yang ada 
hubungannya dengan masalah yang akanditeliti, kemudian data 
tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. 
b. Metodedeskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang 
akan diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisa 
sesuai dengan masalah tersebut. 
F. Penelitian Terdahulu 
Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan memperkuat hasil penelitian dan 
membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ringkasan hasil penelitian 












peran  badan  
usaha  milik  
desa  (BUMDes)  
untuk  
mensejahterakan 
masyrakat  desa  
panggung  Harjo  
melalui  



















kebutuhan  manusia, 
lingkungan  menjadi  
semakin  bersih,  
kemudia  dari  hasil  
pengelolaan sampah 
sebanyak 5% dari hasil 
pendapatan bersih akan 
di alokasikan pada 
kesejahteraan  
masyrakat  desa  
pangung  Harjo  dalam  























melalui  badan  
usaha  milik  
desa (BUMDes)  
di  Desa  Hanura  
Kecamatan  


















Hasil  penelitian  
menunjukakn  adanya  





yang dimilikinya.  
Beberapa  unit  usaha  
yang  didirikan  
BUMDes  memberi 
peluang  kepada  
masyarakat  untuk  
memperoleh  pekerjaan  
baru,  serta membantu  
masyarakat  
memobilisasi  potensi  


















aset di bumdes 
 











dan pengelolaan asset 
di BUMDes Amanah 




sama dengan pihak 
ketiga BUMDes 
Amanah mempunyai 3 
usaha Utama yang 
sudah berperan dalam 
meningkatkanpendapat
































































aparatur desa dengan 
mengutamakan 
kebutuhan masyarakat 
atau kebutuhan public 





G. Sistematika Penulisan  
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan.  
BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam Bab ini diuraikan Gambaran Umum Lokasi 
Penelitian, visi dan misi serta tugas-tugas pokok instansi 
terkait. 
BAB III :  TINJAUAN TEORISTIS 
Dalam Bab tiga ini akan menjelaskan tentang Peran, 
Pengertian Badan Usaha milik Desa, simpan pinjam, depot 
air, produksi makanan dan kredit syari‟ah 





Dalam bab empat ini penulis akan menganalisa Peran 
BUMDes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 
Perspektif Ekonomi Syari,ah. 
BAB V : PENUTUP 
Penutup  Dalam bab lima ini berisikan simpulan dan saran-























GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar 
1. Sejarah Singkat Desa Muara Uwai 
Pada zaman dahulu Desa Muara uwai  terletak di dua buah sungai 
yakni sungai Uwai dan sungai Kampar dimana disepanjang sungai Uwai 
terdapat sebuah kampung / dusun bernama Dusun uwai. dan didusun 
uwai tersebut terdapat sebuah makam seorang pejuang dimasa penjajahan 
Belanda bernama Gandulo Datuok Tabano yang meninggal pada  11 
Nopember 1898       
Kemudian Sungai uwai bermuara kesungai Kampar, dan persis di 
muara sungai uwai terdapat pula sebuah masjid yang tertua di 
Kenegerian Bangkinang  yaitu bernama Masjid Jami‟ Kenegerian 
Bangkinang, masjid ini merupakan masjid satu – satunya masjid yang 
ada di kenegerian Bangkinang yang berdiri pada 1907
20
  
Di sepanjang sungai Kampar sampai muara sungai Uwai terdapat 
sebuah kampung / dusun yang diberinama Muara uwai, setelah 1972 
Kenegerian Bangkinang dimekarkan menjadi 6 ( enam ) desa yakni  
Bangkinang, Langgini, Pulau Lawas, Muara uwai, Pasir Sialang, Pulau. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 
1973 Pembentukan desa-desa pekaran di Kenegerian Bangkinang dan 
                                                             
20







pada tahun 1973 yang berada dibukota Kabupaten dan Kecamatan  di 
Kabupaten Kampar diusulkan statusnya menjadi Kelurahan, karena Desa  
Muara uwai dan Desa Pulau Lawas terlambat melengkapi persyaratan 
yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maka pada tahun 1974 Desa 
Muara uwai dan desa Pulau Lawas tidak bisa berubah statusnya menjadi 
kelurahan,  tetapi Desa Bangkinang, Langgini, Pasir Sialang, Pulau 
bersama desa-desa yang diusulkan  dilakukan acara peresmian. 
perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Kampar oleh 
Bapak Prof.Dr. Mukhtar Kesuma Atmaja sekalu menteri Luar negeri ad 
Menteri Dalam Negeri bertempat di Lapangan Bola Kaki stadiun 
Bangkinang. 
Tabel II. 1 
Nama-nama Kepala Desa yang Menjabat di Desa Muara Uwai 
 
NO Kepala Desa Masa Jabatan 
1. Makmur 1973 - 1992 
2. Drs.Sudirman Dt.Patio 2000 -2004 
3. M.Khatib El-Rasyid Pjs.Kepala Desa Muara 
uwai 
2004 
4. Drs. Kamaruddin 2005 -2014 
5. Zubir 2015 -2021 
Sumber : data statistik kantor kepala desa Muara Uwai Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar 2020 
 
2. Demografi  
a. Batas Wilayah Desa 
Secara geografi letak Desa Muara uwai adalah merupakan 
salah satu desa yang terdapat dari 9 ( sembilan ) Desa dan Kelurahan 
yang ada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana 





selatan, 101” 01 – 21‟ di Ibukota Kecamatan Bangkinang yang 
berbatas dengan :  
Sebelah Utara : Kecamatan Tapung 
Sebelah selatan : Kel.Langgini dan Kel.Bangkinang Kota  
Sebelah Barat : Desa  Binuang, Kel.Pulau, Kecamatan  
    Kuok 
Sebelah Timur : Desa  Pulau Lawas, Kel.Pasir Sialang,  
   Laboy Jaya 
Luas Wilayah Desa  :  2312 ha  
Pemukiman   :  526 ha  
Pertanian Sawah   :  603 ha  
Ladang/tegalan   :   50 ha  
Hutan    :   350 ha  
Rawa-rawa  :   - ha  
Perkantoran   :  8 ha  
Sekolah   :     10 ha  
Jalan     :   22 km 
Lapangan sepak bola  :    1 ha 
b. Keadaan Iklim 
Curah hujan     =       4.650 Mm 
Suhu rata – rata harian   =      36   C 






c. Orbitasi ; 
1) Jarak ke Ibukota Kecamatan : 0,00  Km 
2) Jarak ke Ibukota Kabupaten : 10  Km 
3) Jarak ke Ibukota Propinsi  :  63 Km 
3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin   
Adapun jumlah penduduk Desa Muara Uwai sesuai dengan data 
yang penulis peroleh dari Kantor Desa Muara Uwai adalah sebanyak 
4.380 jiwa 843 KK yang terdiri dari 1.863 orang laki-laki dan 1.952 
orang perempuan 
4. Pendidikan  
Adapun jmlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 
terakhirnya adalah sebagai berikut : 
Tabel II. 2 
Daftar dan Jumlah Lulusan Pendidikan di Desa Muara Uwai 
 
No Pendidikan Jumlah 
1 Sekolah Dasar/Sederajat 1265 Orang 
2. SLTP/MTs 1034 Orang 
3. SLTA/ MA 655 Orang 
4. S1 ? Diploma 187 Orang 
5. Putus Sekolah 92 Orang 
6. Tidak bersekolah 1147 Orang 
Jumlah 4.380 Orang 
Sumber :  data statistik kantor kepala desa Muara Uwai Kecamatan 














Tabel II. 3 
Daftar dan Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Muara Uwai 
 
No Lembaga Pendidikan Jumlah 
1. Gedung TK/ PAUD 3 Lembaga 
2. SD / MI 7 Lembaga 
3. SLTP /MTS 1 Lembaga 
4. SLTA / MA 1 Lembaga 
 Jumlah 12 Lembaga 
Sumber : data statistik kantor kepala desa Muara Uwai Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar 2018 
 
5. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian masyarakat Desa Muara Uwai dapat dilihat pada 
tabel II. 4 
Tabel II. 4 
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muara Uwai 
 
No Pekerjaan Jumlah 
1 PETANI 725 Orang 
2 WIRASWASTA 253 Orang 
3 MENGURUS RUMAH 
TANGGA 
775 Orang 










8 PERAWAT 5 Orang 




11 KARYAWAN SWASTA 72 Orang 
12 SOPIR 5 Orang 
13 BIDAN 2 Orang 
14 GURU 168 Orang 
15 POLRI 3 Orang 
16 BURUH HARIAN 
LEPAS 
106 Orang 





18 NELAYAN/PERIKANAN 5 Orang 
Jumlah 3.990 Orang 
Sumber : data statistik kantor kepala desa Muara Uwai Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar 2018 
 
B. Struktur Pemerintahan  
Tugas-tugas pemerintah pada umumnya melayani berbagai kepentingan 
masyarakat dalam berbagai segi kehidupan dari masalah keagamaan dan 
ketertiban, kesehatan, kependudukan, dan sebagainya. Sama halnya dengan Desa 
Muara Uwai yang memiliki cita-cita memberikan pelayanan publik terbaik dalam 
penyelenggaraan pemerintahannya. 
Adapun struktur organisasi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
Gambar II.1 
Struktur Organisasi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang 












Sumber :  data statistik kantor kepala desa Muara Uwai Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar 2020 
Muara uwai,      Januari 2021
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Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada 
unsur-unsur organisasi pemerintah di Desa Muara Uwai dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 
1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa 
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.
21
 Serta urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh camat, merencanakan program kerja pemerintahan desa, 
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan 
pelayanan masyarakat, mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman, 
ketertiban umum, prasaran, fasilitas pelayanan umum, lemabag 
kemasyarakatan, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
Fungsi Kepala Desa adalah melaksanakan kegaitan pemerintahan 
Desa,  pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan 
tugas-tugas yang lain. 
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa 
Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
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a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi ; 










b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perngkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan 
dinas, dan pelayanan umum 
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan , dan administrasi 
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa ( BPD ), dan lembaga pemerintahan desa 
lainnya 
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), 
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan 
monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. Selain 
tugas dan fungsi diatas Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Desa seusai peraturan dan perundang-
undangan. 
3. Tugas dan Fungsi Kaur Pemerintahan 
Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa 
sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pemerintahan Desa. 
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a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan 
b. Menyusun rancangan regulasi desa ; 
c. Pembinaan masalah pertanahan ; 
d. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat 
e. Melaksanakan administrasi kependudukan 
f. Melaksanakan penataan pengelolaan wilayah   
g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan profil desa 
h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan 
desa dalam bidang pemerintahan 
Selain tugas dan fungsi diatas, Kepala seksi pemerintahan Desa 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan 
Sekretaris desa seusai peraturan dan perundang-undangan 
4. Tugas dan Fungsi Kaur Kesejahteraan 
Kaur Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai 
pelaksana tugas operasional di bidang Kesejahteraan. Untuk 
Melaksanakan tugasnya kaur Kesejahteraan mempunyai fungsi :
24
 
a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana per-desaan 
b. Melasanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan 
c. Melaksanakan tugas sosialisasi seta motivasi masyarakat di bidang 
budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 
pemuda, olah raga, dan karang taruna 
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d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan 
desa dalam bidang pembangunan 
Selain tugas dan fungsi diatas, Kepala seksi pemerintahan Desa 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan 
Sekretaris desa seusai peraturan dan perundang-undangan. 
5. Tugas dan Fungsi Kaur Pelayanan 
Kaur Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai 
pelaksana tugas operasional di bidang Pelayanan. Untuk Melaksanakan 
tugasnya, Kaur Pelayanan mempunyai fungsi :
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a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan 
dan kewajiban masyarakat   
b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat   
c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat , 
keagamaan, dan ketenagakerjaan 
d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan 
desa dalam bidang pelayanan. Selain tugas dan diatas, Kepala 
seksi pemerintahan Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Desa dan Sekretaris desa seusai peraturan dan 
perundang-undangan. 
e. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu 
Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk Melaksanakan 
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tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai 
fungsi : 
a. Melaksanakan urusan ketataushaan seperti tata naskah , 
administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi 
b. Melasanakan penataan adminitrasi perangkat desa 
c. Menyediakan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor 
d. Menyiapkan kegiatan rapat 
e. Melaksanakan pengadministrasi aset, inventarisasi aset 
f. Melaksanakan penyiapan perjalanan dinas   
g. Melaksanakan pelayanan umum 
Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), 
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris desa seusai peraturan dan 
perundang-undangan. 
6. Tugas dan fungsi kepala urusan perencanaan 
Kepala Urusan Perencanaan membantu Sekretaris Desa dalam 
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan.  Untuk Melaksanakan tugasnya Kepala Urusan 
Perencanaan mempunyai fungsi :
26
 
a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), 
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Rencana  Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDes ) 
b. Menginventarisir data-data dalam rangka penyusunan Rencana 
Pembangunan 
c. Melakukan monitoring dan evaluasi program 
d. Melaksanakan penyusunan laporan seperti Laporan Keterangan 
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD), Laporan 
Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD), dan laporan lainnya 
Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), 
Kepala Perencanaan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Desa dan Sekretaris desa seusai peraturan dan perundang-
undangan. 
7. Tugas dan fungsi kepala keuangan 
Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa 
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan. Untuk Melaksanakan tugasnya Kepala Urusan 
Keuangan mempunyai fungsi :
27
 
a. Melaksanakan urusan keuangan seperti  pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan 
pengeluaran 
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b. Melasanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi 
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintah lainnya 
Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), 
Kepala Keuangan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Desa dan Sekretaris desa seusai peraturan dan perundang-undangan.
28
 
C. BUMDes Muara Uwai Sejahtera 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Muara Uwai Sejahtera Kecamatan 
Bangkinang, Kabupaten Kampar resmi didirikan pada tanggal 01 Juli 2015. 
Pembentukan Badan Usaha Miilik Desa Muara Uwai Sejahtera dimaksudkan 
untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan 
kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, 




Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa MUARA UWAI 
SEJAHTERA adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan 
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Bangkinang Kabupaten Kampar 
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D. Bidang Usaha 




1. Pelayanan Jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan syari‟ah dan 
lain-lain yang sejenis 
2. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa; 
3. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman 
pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis 
4. Air isi ulang, sewa alat molen 
5. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu 
meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat 
 Penambahan dan atau perubahan bidang usaha Badan Usaha Milik Desa 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan 
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Sumber : Arsip BUMDes Muara Uwai Sejahtera 
Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui 
Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang 
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 
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Struktur Kepengurusan BUMDes 

















Adapun tugas pengawas untuk mengawasi semua kegiatan dan 
kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan 
pengelolaan usaha desa 
2. Komisaris 
Komisaris mempunyai tugas untuk membina dalam pelaksaan 
oprasional BUMDes 
3. Direktur 
Tugas Direktur adalah sebagai berikut :
32
 
a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan 
berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan 
ekonomi warga masyarakat; 
b. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada 
Komisaris dan Badan Pengawas setiap 1 bulan sekali 
c. Menyampaikan Laporan secara keseluruhan mengenai 
perkembangan usaha dalam satu tahun kepada masyarakat dalam 
forum Musyawarah Desa. 
d. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil 
dan merata 
e. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian 
lainnya yang ada di desa 
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f. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk 
meningkatkan pendapatan asli desa; 
g. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha 
Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD 
h. Mengkoordinasikan seluruh tugas Pengelola Badan Usaha Milik 
Desa baik ke dalam maupun ke luar BUMDes 
i. Mewakili kegiatan Badan Usaha Milik Desa ke dalam maupun ke 
luar 
4. Sekretaris 
Sekretaris Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan 
administrasi unit usaha BUMDes. Diantarnya :
33
 
a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung 
kegiatan Direktur 
b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes 
c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi 
administrasi setiap unit usaha BUMDes 
d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes 
e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
tugas pengelola unit usaha BUMDes 
f. Mengelola surat menyurat secara umum 
g. Melaksanakan kearsipan 
h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes. 
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Bendahara mempunyai  tugas melaksanakan fungsi  pengelolaan 
keuangan sumber daya unit usaha BUMDes diantaranya :
34
 
a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaam fungsi keuangan 
unit usaha BUMDes 
b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes 
c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran 
keuangan unit usaha BUMDes 
d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha 
e. Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes 
f. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes 
g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes 
h. Melapokan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat 
dipertanggung jawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan 
kelayakan BUMDes yang sesungguhnya 
i. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah 
j. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan 
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6. Kepala unit usaha 
Kepala Unit Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi 




a. Mengembangkan dan membina Unit Usaha agar tumbuh dan 
berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan 
ekonomi masyarakat; 
b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil 
dan merata; 
c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian 
lainnya yang ada di desa; 
d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk 
meningkatkan pendapatan Unit Usaha; 
e. Kepala Unit usaha harus menyampaikan Laporan Berkala setiap 
bulan berjalan kepada Direksi mengenai Keuangan Unit Usaha dan 
kegiatan Unit Usaha paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
7. Tugas Staf Analisis Kredit adalah sebagai berikut:36 
a. Melaksanakan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen 
proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada BUMDes 
MUARA UWAI SEJAHTERA; 
b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan 
kunjungan lapangan meliputi: 
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1. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha) 
2. Cek fisik kelayakan agunan 
3. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam 
(karekter calon peminjam) 
4. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan 
pihak ketiga lainnya yang bersangkutan 
c. mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjunagan lapangan 
d. membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan  
e. melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah 
khusus yang terdiri dari pengurus BUMDes MUARA UWAI 
SEJAHTERA. 
8. Tugas Debtkolektor adalah sebagai berikut :37 
a. Melakukan penagihan kepada pemanfaat yang menunggak  
b. Mencari informasi tentang pemanfaat yang menunggak 
c. Membuat rekomendasi hasil kunjungan awal lapangan 
d. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah 
khusus yang terdiri dari pengurus BUMDes Muara Uwai Sejatera.
38
 
F. Visi misi BUMDes Muara Uwai Sejahtera 
Adapun visi misi BUMDes Muara Uwai Sejahtera adalah sebagai berikut:
39
 
a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa. 
b. Menciptakan kesempatan berusaha. 
c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi 
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d. Meningkatkan pendapatan asli desa. 
e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. 
f. Memberikan kesempatan usaha 

























A. Badan Usaha Milik Desa 
1. Pengertian BUMDes 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 
peyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan desa yang 
dipisahkan Guna Menggelola Aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai 
salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, 
Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) 
yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang 
dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan 
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
40
  
BUMDES  harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. 
Hal ini dimaksud agar keberadaan dan Kinerja BUMDES dapat 
memberikan Kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa, disamping itu agar tidak berkembang 
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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. 
41







Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan 
lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
42
 
a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama 
b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) 
melalui penyertaan modal (saham atau andil) 
c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari 
budaya lokal (local wisdom) 
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil 
informasi pasar 
e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui 
kebijakan desa (village policy) 
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes 
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, 
BPD, anggota). 
BUMDESA sebagai suatu lembanga ekonomi modalnya 
usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat, ini berarti pemenuhan 
modal BUMDESA harus bersumber dari masyarakat.
43
 Meskipun 
demikian tidak menutup kemungkinan BUMDESA dapat mengajukan 
pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau 
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kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undagan 
(UU No.6 Tahun 2014). 
2. Tujuan dan fungsi pendirian BUMDes 
Adapun tujuan pendirian BUMDesa disebutkan pada Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan 
dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 3. 
Di dalam pasal 3 disebutkan 8 tujuan utama pendirian BUMDesa yaitu:
44
 
a. Meningkatkan perekonomian desa 
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 
desa 
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 
ekonomi desa 
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau 
dengan pihak ketiga 
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 
kebutuhan layanan umum warga 
f. Membuka lapangan kerja 
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, 
dan  Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan 
asli desa. 
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Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah 
merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang 
dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi 
akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk 
menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, 
efisien, profesional dan mandiri.
45
 
Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi 
kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan 
barang dan jasa yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa. 
Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non 
anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan 
sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang 
disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi 
perdesaan disebabkan oleh usaha BUMDes. 
3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa 
Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang nomor 32 
tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan Perundang-
Undangan no 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua 
landasan hukum BUMDes adalah :
46
 
a. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah 
pasal 213 
b. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan 
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kebutuhan dan potensi Desa 
c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pad ayat (1) 
berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan 
d. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat 
melakukan pinjaman sesuai peraturan Perundang-Undangan. 
e. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 87 
f. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut 
BUMDes. 
g. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 
kegotongroyongan. 
h. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau 
pelayanan umum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 
4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 88 
a. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa. 
b. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan. 




a. Pengembangan usaha. 
b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian 
bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 
kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan 
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dan belanja Desa. 
c. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 90 Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,  
Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan : 
a. Memberikan hibah atau akses permodalan . 
b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar, 
c. Memperioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di 
Desa. 
d. Pengurus dan Pengelolaan BUMDes 
Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari 
organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola 
BUMDes terdiri dari: 
a. Penasihat 
b. Pelaksana Operasional 
c. Pengawas  
Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa 
melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa. 
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes 
Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban 
pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara ex-officio dijabat oleh 





pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa 
mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepda 
BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. 
6. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes 
pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan 
prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan 
sustainable. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes 
diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan 
termasuk ciri sosial budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk 




Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 
mampu melakukan kerjasama yang baik demi perkembangan dan 
kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar 
kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial 
dan lembaga komersial sehingga membutuhkan kerjasama yang 
sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta 
instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada 
kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan 
pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan 
mencari keuntungan melalu penawaan sumber daya local (barang 
dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip 
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kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan 
hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undnagan yang berlaku 
dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat 
desa. 
b. Partisipatif 
Semua komponen yag terlibatdi dalam BUMDes harus 
bersedia  secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 
kontibusinya yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat 
diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi 
dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah 
provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting 
berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes sebagai suatu 
lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif 
masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti 
pemenuhan midal usaha BUMDes harus bersumber dari 
masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan 
BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, 
seperti pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak 
ketiga. Ini sesuai denga peraturan perundang-undangan (UU 32 
tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat 3). 
Penjelasan ini sangat penting  untuk mempersiapkan pendirian 





pengaturannya dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan 
desa (Perdes). 
c. Emansipatif 
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 
diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 
Mekanisme operasional BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada 
masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan 
apapaun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih 
dahulu agar dapat meneria gagasan baru tentang lembaga 
ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan 
komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa 
dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang 
dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, 
pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat 
desa. 
d. Transparan 
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 
masyarakat umum dapat diketahui oleh segenap lapisan 
masyarakat dengan mudah  dan terbuka. Transparansi dalam 
pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes 
merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dimana 





keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi 
yang  signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. 
Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis 
di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai 
kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan 
mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. 
Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan 
masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan 
minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komonitas 
(Development based community) desa yang lebih berdaya dan 
memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya. 
e. Akuntabel 
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara teknis maupun administratif. Pendirin dan pengelolaan 
BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan 
sekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh 
karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan 
BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, 
profesional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai 
tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan 
(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi 
baranng dan jasa yang dikelola masyarakat, mengingat BUMDes 





menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu 
memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan 
menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. 
Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yag 
disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi 
di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes. 
f. Sustainabel 
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan 
oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan 
dengan tujuanyang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat 
desa. Tujuan tersebut akan dicapai diantaranya dengan cara 
memberikan palayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama 
bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon 
(rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan 
berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal 
penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik 
masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan 
dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara 
mandiri dan berkelanjutan. 
7. Keuangan BUMDes 
Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur 
dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 





BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, 
Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil 
atas dasar saling mengutungkan. 
Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah 
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang 
diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat 
berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat 
dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. 
BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga 
keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase 
permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan 
sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain. 
8. Peran BUMDes 
Peran berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu 
seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang 
berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian 
dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran 
adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, 
yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan 
seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.
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Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah 
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: Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), 
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 
kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
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Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap 
peningkatan perekonomian desa yaitu;
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a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan 
ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan social 
b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia dan masyarakat. 
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 
dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes 
sebagai pondasinya 
d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 
masyarakat desa 
e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan 
penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 
kemakmuran masyarakat. 
9. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes 
Kalsifikasi jenis usaha BUMDes adalah sebagai berikut:
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a. BUMDES Banking 
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BUMDES yang bertipe Banking atau semacam lembaga 
keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir 
BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu 
sendiri lahir. 
b. BUMDes Serving 
BUMDes Serving ,mulai tumbuh secara inkremental 
di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan 
ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air 
bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani 
air bersih dengan wadah BUMDes atau PAM Des. 
c. BUMDes Brokering 
Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada 
banyak Desa yang menjalakan usaha Desa dalam bentuk 
jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan 
pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini 
adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, 
dengan captive market yang jelas meskipun hanya 
beroperasi di dalam Desa sendiri. 
d. BUMDes Renting 
BUMDes Renting adalah BUMDes yang 
menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan 
masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh 





terutama desa-desa yang ada dipulau jawa. Contoh jenis 
usaha renting yaitu: penyewaan traktor, pekakas pesta, 
gedung pertemuan, rumah, toko, tanah maupun penyewaan 
mesin mollen. 
e. BUMDes Trading 
BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan 
sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini 
adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup 
internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.
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B. Pandemi (COVID-19) 
Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan 
Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga 
penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Dikutip dari CNN, berikut 
beberapa hal yang wajib diketahui seputar perkembangan Coronavirus, yang biasa 
disebut virus Corona atau COVID-19, hingga mewabah dan jadi pandemi.
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virus Corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau 
radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan 
dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging 
binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan 
berbagai jenis tikus. 
Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar 
hewan tersebut. Virus Corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan 
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hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus 
sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis 
yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. 
Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan 
MERS, yang juga berkaitan dengan virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, 
virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala 
yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan 
infeksi lebih parah dan gagal organ. 
Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang 
sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari 
virus Corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh 
penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk 
menangani kasus infeksi virus Corona atau COVID-19.
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WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus 
Corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat 
COVID-19 dibanding China. Jumlah total kasus virus Corona, menurut WHO, 
kini lebih dari 136 ribu di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah 
tersebut, nyaris 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan. Italia, yang 
merupakan negara Eropa yang terdampak virus Corona terparah, kini tercatat 
memiliki lebih dari 15 ribu kasus. 
 
                                                             
55
 Aida, N. R. (2020, Maret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang 







C. Teori Perspektif Ekonomi Syari’ah Terhadap BUMDes 
Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, 
atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.
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Ekonomi adalah kata yang berasal dari bahasa yunani, yaitu oikos dan nomos. 
Kata oikos berarti rumah tannga (house-hold), sedangkan nomos memiliki arti 
mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah 
tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya 
berarti rumah tangga suatu keluarga, malainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, 
kota dan bahkan suatu Negara.
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 Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan 
oleh Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad SWA.
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Ekonomi Islam yang biasa juga dikatakan dengan ekonomi syari‟ah juga 
merupakan salah satu sistem ekonomi dimana “Ekonomi syari‟ah merupakan ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami 
oleh nilai-nilai Islam”. Seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut 
tentamg rakyat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial karena pada 
hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi Islam juga 
merupakan ilmu pengetahuan sosial namun dilandaskan pada konsep Islam. 
Secara normatif ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang 
dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam dengan kata lain ekonomi Islam 




 Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 
Perspektif Maqashid Al-Syariah (Jakarta : PT Adhitya Andre Dina Agung, 2014), h. 2. 
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adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid dan 
prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan).
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Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu 
pengetahuan sosial yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep 
ekonomi konvensional lainnya hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam 
menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. 
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Muhammad 
Nejatullah Ash Shiddiqi (1991:9) dikemukakan,”demi Allah SWT. Aku tidak 
mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan akan kemewahan 
duniawi yang kamu peroleh lalu kamu saling berlombah mengadakan persaingan 
diantara sesamammu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum 
kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu 
sebagaimana ia akan membinasakan mereka. 
Atas dasar uraian itu, dapat dinyatakan aktivitas ekonomi dalam 
pandangan Islam bertujuan Untuk :
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1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. 
2. Memenuhi kebutuhan keluarga. 
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang. 
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalakan. 
Memberikan bantuan sosial dan subangan menurut jalan Allah SWT. 
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D. Masyarakat Pada Masa Pandemi (Covid-19) 
Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi ini adalah fenomena global.  
Tidak ada negara yang bebas dari kasus Covid-19, respon kebijakan masih naik  
turun, dan kemajuan-kemajuan di beberapa negara belum dapat dikatakan sebagai 
capaian yang mapan atau konsisten. Tidak seperti bencana alam, yang cenderung 
terjadi pada wilayah regional tertentu, sehingga memungkinkan negara lain  
membagi konsentrasi dan mengulurkan bantuan, pandemi ini memaksa negara-
negara untuk fokus pada penyelesaian kasus domestik terlebih dahulu. Bantuan 
antar negara memang masih bisa diidentifikasi, tetapi fakta bahwa masing-masing 
negara memaliki beban tersendiri, menyebabkan penyaluran bantuan tidak 
optimal.   
Pendekatan ini didasarkan pemikiran bahwa manusia pada dasarnya  selalu 
menghadapi dua situasi yang berbeda, yaitu situasi normal dan situasi krisis.  
Situasi  normal  adalah  situasi  yang  menunjukkan  keadaan biasa saja, bahkan 
„baik-baik‟ saja. Sementara, situasi krisis menunjukkan keadaan yang luar biasa, 
cenderung menyulitkan dan menyusahkan. Tentu saja, dalam pendekatan 
konstruktivis, apa  yang  disebut  dengan  „normal‟,  „biasa‟, „baik-baik saja‟, tidak 
normal‟, atau „krisis‟ tidak lepas dari pertanyaan, karena sangat tergantung pada 
siapa mengkonstruksi apa. „Siapa‟ mengacu pada  subyek pemegang kekuasaan, 
yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan sesuatu atau keadaan atas orang lain 
sebagai obyek kekuasaan Namun, penyederhanaan dikotomi situasi ini, disadari 
membantu memberikan gambaran kasar, tentang  dua  situasi kontras yang 





merespon berbagai situasi, akhirnya juga dijelaskan dari pemikiran tersebut, dan 
membentuk apa yang  disebut  sebagai kebijakan sebagai business as usual dan 
kebijakan dalma situasi krisis.
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Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Peran Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada 
Masa Pandemi (Covid-19) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syari‟ah, maka 
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah memberikan 
kontribusinya kepada masyarakat melalui simpan pinjam,depot air, 
produksi makanan dan kredit syariah. 
2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah mampu menigkatkan 
perekonomian dan usaha mereka, di bandingkan sebelum mendapat 
pinjaman. 
3. Dana pinjaman yang di berikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan 
masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong 
sesama muslim maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut. 
4. BUMDes sudah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 
5. Faktor pendukung BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat 
sudah terealisasikan namun diketahui hambatan BUMDes dalam 
peningkatakn ekonomi masyarakat yakni seperti kurangnya modal, 







6. BUMDES  telah  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi Islam  yaitu  prinsip  
keadilan.  BUMDES  memberikan  perlakuan  yang sama  antara  
masyarakat  yang  satu  dengan  masyarakat  yang  lain. 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada BUMDES untuk dapat lebih memperluas dan 
meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat. 
2. Diharapkan kepada masyarakat khusunya masyarakat ekonomi kecil, 
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1. Bagaimana pembangunan dan pengembangan potensi? 
2. Apakah staf di BUMDes sejahtera ikut berpartisipasi dalam mengembangkan 
kegiatan desa dan mempertinggi kualitas masyarakat? 
3. Dalam memperkokoh perekonomian memperkokoh perekonomian 
masyarakat? 
4. Bagaimana usaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian? 
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